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bahwa pcndidikan anti korup ... i rnerupakan hal yang 
an pcnting untuk mencip kan i wa seba ai 

generasi muda yang b rkarakter b rrnoral an · korup i; 
b. b hwa dalam upaya menciptakan i wa yang 

b rintegritas dan bermoral anti korupsi bagairnana 
dimaksud dalam huruf a, diperlukan impl rnentasi 
pendidikan anti korupsi dari sekolah rumah serta 
lingkungan; 

c. bahwa untuk mewujudkan implernentasi pendidikan an i 
korupsi di ruang kelas dilakukan melalui in r p a 
mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. per 
membentuk Peraturan Bupati tentang Lmp ementa i 
Pendidikan Anti Korupsi Jenjang Sekolah Dasar dan 
Sekolah Menengah Pertama / Sederajat di " bu paten 
Sumba Tengah; 

1. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korup i {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 omor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19 
tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi 
(Lcmbaran N gara Republik lndon sia T hun O 1 
Nomor 134, Tambahan Lernb Republik 
Indonesia Nomor 41 SO);&v' 
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2. Undnng-Undang Nomor 30 Tahun 2002 t ntang Kornisi 
P rnb rant san 'I indak Pids ns Korupsi (Lembaran 
N 1ar. Republik Ind ne ia Tahun 2002 Nornor 137, 
Tnmb hnn Lcrnharan N g ra R publik Jndon ia lomor 
42SO); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sis m 
P ndidikan Na ion I [Lembaran Negara Republik 
lndon sin Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
N gnm R publik Indonesia Nomor 4301 ; 

4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Pcrnbentukan Kabupatcn Sumba Tengah di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lernbaran 
NPeArn Republik Indonesia Nornor 4679); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 194, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4941); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah 
dengan Pera tu ran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); I,).,, 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pernerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah. 
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba 

Tengah. 
5. I~te~ri~~ adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan 

nilai-nilai universal. ~ 

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI JENJANG SEKOLAH DASAR 
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ SEDERAJAT DI 
KABUPATEN SUMBA TENGAH. 

IMPLEMENT AS I TENT ANG BUPATI PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

I -ruturnn M .nt ri Dnlnrn N geri Republik Indonesia 
Nornor 80 'rnhun 2015 tcntnng Pcmbentukan Produk 
l lukum On .rnh (0 ritn Negara Republik Indonesia 
Tnhun 201._ Nomor 2036) s 1.mgRimana telah diubah 
dr-ngnn p,,rn111rnn Mrntt~ri n lnrn NP.ef!n Nomor 120 
Tnhun 2018 t .ntnng P rubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalnrn N gcri Nornor 80 'rahun 2015 tentang 
r rnh ntuknn I roduk Hukurn Daerah (Serita Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Pcraturnn Dnerah Kabupaten urnba Tengah, Nomor 4 
Tnhun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daernh Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran 
Daerah l{abupatcn Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 
4) schAgAimAnA telah diubah d,=mgim Peraruran Daerah 
Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 
tcntang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumba Tengah Nomor 4 tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
[Lembaran Daerah Kabupaten Sumha Tengah Tahun 
2016 Nomor 9); 
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Komponen Implementasi Pendidikan Anti Korupsi: 

a. Regulasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Sekolah Dasar dan 
Sekolah Menengah Pertama/Sederajat sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit 
Kerja Pendidikan; V 

Pasal 6 

BAB IV 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 

Pasal 5 

Implementasi pendidikan anti korupsi merupakan penerapan pendidikan anti 

korupsi yang diinsersikan pada mata pelajaran PPKn, sehingga tidak menambah 
mata pelajaran baru. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini rneliputi : 

a. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi; 
b. Pelaksana Implementasi Pendidikan Anti Korupsi; 
c. Kerjasama; 
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan 
e. Pembiayaan; 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan generasi muda yang memiliki 
karakter anti korupsi sejak dini. 

Pasal 3 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasa12 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi 
Pendidikan Anti Korupsi Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama/ Sederajat. 

6· 
hnplementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun 
secara terperinci. 

7 · Insersi adalah penyisipan intisari nilai-niJai dalam mata pelajaran PPKn. 
8· Pendidikan anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter 

genernsi muda y~mg merupakan proses untuk meng iatkan sikap Anti korupsi 
dalam diri peserta didik sejak dini. 
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Langkah lmplementasi Pendidikan Anti Korupsi, antara Jain: 

a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPK.n yang relevan dengan 
tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta 

indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan­ 

keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan; 

b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi 

tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, 
paham, sadar, bisa mempraktekan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan 
di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat; 

c. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam 

kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan 
pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; 

d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan 
dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, 
mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan 

pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta 
membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan 
perkembangan pencapaian hasil belajar; 

e. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan 
panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan; 

f. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, 
keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak, melalui: 

1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalarn mata pelajaran PPKn 
diantara guru PPKn di sekolah; V 

Pasal 7 

b. Anggaran rnemadai untuk lmpl m ntasi Pendldikan Anti Korupsi di tingkat 
Sekolah Da ar dan S kolah Men ngnh Pcrtnmn/ cJ rnjA ; 

c. l<elompok Kerja Guru (l<l<O) dan Musynwarah ., uru Mnta P lajaran (MOMP) 
yang mcmadai dnlam m ngimpl 111 ntnsiknn Ins mi P ndidikan Anti Korupsi di 
tingkat 8rko1A h Dnsar rlan 8rl<nln h M<'rl<'t1CA h Pr-rtfl rnn / 8rdf'rnjflt; 

d. Tenaga Pendidik yang kornp ·t n dalam merry ·I n 1gRrakan kcgiatan 
Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di tlngkat S kolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pert rna/Sedcrnjnt; 

e. Monitoring dan Evalua i p laksannan lmpl m .ntas! P ndidikan Anti Korup i di 
tingkat ekolah Dasar dan Sekolah Mcnengah Pertama/ Sederajat; 

f. Melaksanakan Publika i terhndap Implcrncntasi PcncJidikan Anti Korupsi di 
tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pcrtama/Sederajat. 

I 

L 
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BAB VJ 

KERJA SAMA 

Pasal9 
( l) lmplementasi Pendidikan Anti Korupsi dapat bckerja sama dengan KPK RI 

dan Kementerian/Lembaga/Organisasi Profesional lainnya. 

(2) Kerja sama Implementasi Pendidik n Anti Korupsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 

Undangan. ~ 

AO V 

F ELAK ANA l MI LEM ENT/\"' J 1 8N I 11{1\N ANTI l<ORU P I 

Pn al 8 
1 ). lmpl m ntnsi ndidiknn Anti I< rupsl dtlaksanaknr ol h uru m ta pelajaran 

PPKn d en rm tu ns : 
a. m ran ang, m r n anakan dcngan matang, mernbuat format s suai 

kebutuhnn; 

b. membuat nktivitas yang menarik dan rnenyenangkan serta melibatkan 

s mua indera peserta didik; 
c. menyiapknn jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di 

sekolah, keluarga masyarakat dengan melibatkan sernua pihak; 

(2). lmplernentasi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dikoordinir oleh Kepala Sekolah. 

' "' ml l1ft\lt\ ~•hwr t \lntuk nu~llf.~'IPkltllw11 p,•11tt11011111 knrnl t. ·,· 111111 lwrnpnl 
<H tinAl'nt ~t lmlnh nntnm n,11 u PP1', / luru I\( In» I ·11g1111 gul'II lnlu di nllt tt 

\ koluh: 

,, nwml u un , lnt'l'Hi tlHI\ ht'rl ,~l I rnl,tt1I< tr·1·hnll pt•tulldllrnn ,mtl korup ii 
mt r urn I l l\n/Omu l\rluu rlnlruu furum M 1MP/1<1\ · 

·t mrmhnnrun ~itwr ,, nntum sokuluh ( luru Pl l,11/Wull l{tlno/Ou, u J<- lrni) 
tkn. an t mngtHn/wnli: 

, . mcmban um siner i unuuu ~ ikolnh dun li11pl<u11gnn; dun 

l. mt'mbnnAun ~inrrgi nnturn turn I l'Kn/Wnli I< ·Im~/ urn I< --Im• d .ngu 
kelom] < l· prof"sionnl In Inn ·1-. 
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BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 12 

Anggaran Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah. 

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. V 

Dinas Pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan 

Anti Korupsi kepada Bupati setiap 6 (enarn) bulan atau sewaktu-waktu apabila 

diperlukan. 

Pasal 11 

BAB VII 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 10 
( 1) Bupati melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Anti 

Korupsi. 

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1), dilaksanakan oleh Din as Pendidikan. 

(3) Evaluasi Ekstemal dapat dilakukan oleh KPK RI dan/ atau Kementerian/ 
Lembaga. 

I • 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dalam Serita Daerah Kabupaten Sumba Tengah. 

• 
.' . 


